
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 6 TAHUN 2009 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II JEPARA NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG 

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a batrwa adanya perubahan beberapa ketentuan yang mengatur 
tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi 
Daerah, serta perubahan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang penyelenggaraan Pererintahan Daerah, maka 
perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 
1 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus; 

b. bahwa besaran tarif retribusi sebagaimnana dimnaksud dalamn 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Jepara Nomor 1 
Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan prinsip penetapan struktur 
dan besarnya tarif retribusi jasa usaha; 

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu 
membentuk peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomnor T 

Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
24, Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3495); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor M 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Noor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lerno mar 
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lenbarn 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3699), 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 44, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389) 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah bebeberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 

11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Pepublik Indonesia Nomor 4438 ); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258); 

13.Feraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575) 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tamnbahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 
4578), 

16.Peraturan Pererintah Nomor 38 Tahun 20O7 tentang Pembag ean  
Urusan Pemerintahan Antars Permnerintah, Pererintahan D¥ rat 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenKta (Lerntx a 



' 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara PRepublik Indonesia Nomor 4737); 

17.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
undangan, 

18.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 
Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipit Di Lingkungan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7 ); 

19.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 1 
Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1999 Nomor 5); 

20.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara( 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3), 

21.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Jepara( lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 2) 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

dan 

BUPATI JEPARA 

MEMUTUSKAN : 

Pengesahan, 
Perundang- 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
JEPARA NOMOR 1 TAHUN 1999 
PENYEDOTAN KAKUS. 

Pasal I 

PERUBAHAN ATAS 
DAERAH TINGKAT IL 

TENTANG RETRIBUSI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor T 

Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat ll Jepara Tahun 1999 Nomor 5), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

1, Daerah adalah Kabupaten Jepara; 



2 Pemenintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara permerintahan daerah, 

3. Bupati adalah Bupati Jepara, 

4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi 
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan 
lainnya 

6. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut 
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ; 

7. Penyedotan kakus adalah penyedotan kakus yang dilakukan atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah yang meliputi pembukaan, penyedotan, penutupan kembali, 
pengangutan dan pengolahan akhir di unit Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu; 

8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk dinikmati oleh orang pribadi atau badan, 

9. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran 
yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan atas 
pelayanan penyedotan kakus ; 

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang 
undangan Retibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk 
pemungut atau permotong retribusi tertentu; 

11. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk 
melakukan Penyidikan; 

12. Penyidik Pegawai Negeni Sipil adalah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan 
terhadap pelanggaran peraturan daerah ; 

13. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidike, 
untuk mencani serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

14. Tanda Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat TPRD, adalah tanda 
sebagai bukti pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus; 

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi; 

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk 
melakukan Tagihan Retribusi Daerah dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau 
denda 

2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai benut 



Pasal 9 

(1). Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut 

a.Lokasi Rumah Tangga 
1 Jarak tempuh kurang dari 10 Km 
2. Jarak tempuh 10 sampai dengan 20 Km 
3.Jarak tempuh 21 Km - 40 Km 
4. Jarak tempuh di atas 40 Km 
5. Orang pribadi a tau badan yang membuang 

langsung ke instalasi pengolah tinja 

b.Lokasi Fasilitas Umum (Sosial) 
1. Jarak tempuh kurang dani 10 Km 
2. Jarak tempuh 10 sampai dengan 20 Km 
3. Jarak tempuh 21 Km - 40 Km 
4. Jarak tempuh diatas 40 Km 
5. Orang pribadi atau badan yang membuang 

langsung ke instalasi pengolah lumpur tinja 

c. Lokasi Komersial 
1.Jarak tempuh kurang dari 10 Km 
2 Jarak tempuh 10 sampai dengan 20 Km 
3. Jarak tempuh 21 Km -40 Km 
4. Jarak tempuh diatas 40 Km 
5. Orang pribadi atau badan yang membuang 

langsung ke instalasi pengolah lumpur tinja 

(2) Apabila Volume tinja yang disedot kurang dari 1 M3 tetap diperhitungkan sama dengan 
1M3 

Pasal Il 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal % Wei a2.009 

HE NDRO MAR TOJO 
Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 2 e a009 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

LEMBARAN D 'RAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR " 

a Rp. 60.000,-/M3 
• Rp 80.000.-/M3 
= Rp 100.000,-/M3 
z Rp 120.000,-/M3 

= Rp 40 .000/M3 

• Rp. 50.000.-/M3 
a Rp. 60.000,-/M3 

• Rp. 80.000,-4M3 

= Rp 100.000.-/M3 

• Ro. 40.000,-/1M3 

= Ro 70.000,-4M3 

= Rp 90.000,-/M3 

• Rop. 110.000,-/M3 

 
Ro. 130.000,-1M3 

• Rp. 40.000,-4M3 


